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Kepada yth.

1. Presiden Republik Indonesia

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Repubik Indonesia

3. Ketua-Ketua Majelis Agama di Indonesia

Di tempat

Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa

Om Swastyastu

Puji syukur kita panjatkan kehadapan Hyang Widhi (Tuhan Yang Maha Kuasa) atas segala waranugraha-Nya sehingga kita semua dalam keadaan sehat selalu.

Sehubungan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Pornografi dan Pornoaksi yang menimbulkan polemik di masyarakat maka dengan ini Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia ( DPN Peradah Indonesia) menyatakan sikap MENOLAK Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi dengan alasan seperti terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan semoga mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Om Çanti Çanti Çanti Om

DEWAN PIMPINAN NASIONAL

PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA

(PERADAH INDONESIA)

	Ketua Umum,

K.S. Arsana, S.Psi
	Sekretaris Jenderal,

I Nyoman Lnadra, ST


Tembusan disampaikan kepada yth.

1. Menteri Hukum dan HAM

2. Ketua-Ketua Fraksi di DPR RI

3. Ketua Komisi VII DPR RI

4. Ketua PANSUS RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi
5. Media Massa

PERNYATAN SIKAP PENOLAKAN
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA

(PERADAH INDONESIA)
TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI
Perjalanan sejarah kehidupan kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa lepas dari era yang disebut dengan globalisasi, dengan segala manfaat, tantangan, dan dampak-dampak peradaban yang dihasilkannya. Salah satu hal yang secara diam-diam melekat pada globalisasi adalah kapitalisme dengan segala sistem dan perangkat pendukungnya. Korban terdepan dari proses globalisasi ini adalah etika budaya. Salah satu efek negatif pengaruh globalisasi yang mengusung kebebasan adalah wilayah ”gelap” budaya, seperti masalah pornografi.
Berbagai kasus tindakan asusila dan meningkatnya masalah pornografi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia belakangan ini menunjukkan adanya dekadensi moral masyarakat dan pergeseran nilai-nilai yang telah menjadi sendi kokoh kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pergeseran nilai-nilai ini berpengaruh pada tatanan budaya yang selama ini dipegang teguh dan diwariskan oleh para leluhur kita dalam membentuk karakter bangsa.

Merebaknya berbagai tindakan asusila dan meningkatnya masalah pornografi tersebut mencerminkan adanya kegagalan dalam penanaman norma-norma dan nilai-nilai luhur yang seharusnya dijadikan pegangan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Kegagalan ini seyogyanya dikaji ulang sehingga penanaman norma-norma dan nilai-nilai luhur yang menjadi akar budaya bangsa kembali menemukan jati dirinya untuk mengembalikan moral masyarakat dan menyelamatkan generasi penerus bangsa Indonesia.

Penanaman norma-norma dan nilai-nilai luhur dalam rangka membangun karakter bangsa Indonesia yang majemuk (pluralis, bhinneka) hendaknya dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi sesuai dengan Piramida Norma di bawah ini. 


Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sedang membahas Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang menimbulkan polemik pro-kontra yang luas di masyarakat. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan setelah mempelajari dengan seksama isi Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) maupun Naskah Akademiknya, maka Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah Indonesia) menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Umat Hindu di Indonesia, khususnya generasi muda Hindu yang tergabung dalam Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah Indonesia), bukan tidak anti pornografi dan pornoaksi. Dengan bahasa lain, kami pun anti pornografi dan pornoaksi, karena hal ini merupakan masalah bersama yang dapat merusak moralitas dan karakter bangsa, khususnya generasi muda.
2. Secara tegas menolak Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP), dengan alasan sebagai berikut:

a. Substansi masalah pornografi dan pornoaksi adalah masalah Norma Agama, Norma Kesusilaan dan Norma Sopan Santun yang dituangkan secara tertulis menjadi Norma Hukum dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Dari sisi filsafat hukum, hal ini secara mendasar menunjukkan adanya ”pemaksaan” Norma Agama, Norma Kesusilaan dan Norma Sopan Santun menjadi Norma Hukum (lihat Piramida Norma di atas).

b. Secara substansi Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) itu sendiri dapat dikategorikan sebagai sebuah rancangan produk hukum yang melanggar Hak Asazi Manusia (HAM) karena negara melalui produk hukumnya telah melanggar wilayah privat warga negara.

c. Secara substansi Rancangan Undang-Undang tersebut telah terdapat dalam produk perundang-undangan yang sudah ada (seperti KUHP, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Perlindungan Anak).

d. Definisi Pornografi dan Pornoaksi dalam Rancangan Undang-Undang tersebut masih sangat bias sehingga dapat menimbulkan multi-interpretasi yang nantinya dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat dan mengancam keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa.

e. Ditinjau dari keragaman budaya bangsa Indonesia, Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) sangat potensial dapat menghancurkan budaya-budaya lokal di berbagai daerah yang sampai saat ini masih eksis dan dijunjung tinggi oleh kelompok masyarakatnya.

f.
Secara substansi,  Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) merendahkan derajat perempuan karena semangat yang ditonjolkan perempuan dipandang secara dominan sebagai obyek seksual semata. 

g. Ditinjau dari kehidupan sosial, Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) dikhawatirkan dapat menyulut konflik horisontal di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang majemuk, terlebih lagi sedang mengalami tekanan dan kesulitan ekonomi.

h.
Bila Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) disahkan menjadi Undang-Undang akan melahirkan lembaga baru yang tugas dan kewenangannya menimbulkan tumpang tindih dengan tugas-tugas POLRI.

3.
Meminta kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) c.q Panitia Khusus (PANSUS) Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi untuk menghentikan seluruh proses pembahasan RUU tersebut sehingga tidak menimbulkan pro-kontra yang berkepanjangan di masyarakat yang dapat merusak dan mengancam keutuhan NKRI.
4.
Meminta kepada seluruh lembaga dan tokoh Agama baik yang bersifat formal maupun informal untuk secara terus menerus mengajak umatnya melakukan gerakan kultural dalam menanamkan kembali norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi warisan budaya luhur bangsa ini dalam rangka menyelamatkan moral generasi penerus bangsa ini.

5.
Menghimbau kepada seluruh Aparat Penegak Hukum untuk lebih intensif dan bersungguh-sungguh menjalankan produk perundang undangan yang sudah ada (seperti KUHP, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Perlindungan Anak) untuk menindak segala bentuk kejahatan asusila dan amoral termasuk pornografi.

Demikian Pernyataan Sikap ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian dari masing-masing pihak terkait.
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